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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa dalam rangka memperbaiki struktur permodalan meningkatkan kapasitas
usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah, pemerintah daerah akan melakukan penyertaan modal pada
Perseroan Terbatas Jamkrida NTB bersaing;

bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal daerah sesuai
ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah
pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas Penjaminan
Kredit Daerah NTB Bersaing.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat Il Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2387);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Di
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTB BERSAING.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Barat Beriman dan
Berdaya Saing yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah
Perusahaan Penjaminan Daerah yang berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas
yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan usaha
penjaminan kredit kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik
berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah,
bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.

Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah
pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan
lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu
maksud, tujuan dan imbalan tertentu.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dimaksudkan untuk
memperbaiki  struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta
memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

(2) Mengesahkan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Jamkrida NTB
Bersaing.
Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah, pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB Il
BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas,
Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa uang, saham dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

(3) Penyertaan modal daerah pada PT. Jamkrida NTB Bersaing dilaksanakan dengan
cara menempatkan uang dalam bentuk saham.

(4) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan
dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Besarnya penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Jamkrida NTB Bersaing
sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
Pasal 5

Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah
merupakan kekayan daerah yang dipisahkan.

BAB IV
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Penambahan, Pengurangan dan Penarikan Penyertaan Modal

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya penyertaan modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



(2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena dijual,
dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.

(3) Penarikan seluruh dana penyertaan, karena Perseroan tersebut sudah tidak layak
untuk beroperasi.

(4) Penarikan modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

(1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan
jumlah modal yang disertakan pada Perseroan.

(2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi
dengan pajak Perseroan.

(3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak pemerintah daerah yang
diperoleh selama 1 (satu) tahun buku disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan
dalam APBD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Perseroan wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Gubernur.

(2) Gubernur melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada DPRD bersamaan dengan penyampaian
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

(1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka Perseroan

wajib:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip :
1. transparansi;
2. keadilan;
3. akuntabilitas; dan
4. responsibilitas.

b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;

c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka
melakukan persaingan usaha yang sehat; dan

d. melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan
produktivitas usaha.

(2) Gubernur wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

(1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang mewakili pemerintah daerah untuk
melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada Perseroan.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang
menguasai bidang usaha secara profesional pada Perseroan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Februari 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Muhammad Agus Patria



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH NTB BERSAING

uMuM

Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan permodalan sebagai investasi
Pemerintah Daerah yang mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu mengantisipasi
perkembangan ekonomi nasional maupun regional. Selain itu penyertaan modal dimaksudkan juga
untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan perusahaan sehingga dapat memberikan
peningkatan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam menjalankan usahanya Badan Usaha Milik Daerah menerapkan prinsip-prinsip good
corporate governance yang merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian
tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur perseroan. Salah satu upaya
untuk mewujudkan prinsip good corporate governance adalah pertama kepastian perlindungan atas
hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber
daya/bahan; kedua : pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan serta usaha-usaha
yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham
untuk diawasi oleh Direksi; ketiga : kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan
peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat secara transparans. Salah satu
wujud upaya trasparansi dalam pengelolaan dana masyarakat pada Badan Usaha Milik Daerah
adalah melalui pelaporan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit
oleh Akuntan Publik kepada Gubernur.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah,
menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah
anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

Untuk itu penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara pada PT. Jamkrida NTB
Bersaing harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan transparansi adalah merupakan pengungkapan yang
akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang
penting mengenai kinerja perusahaan kepemilikan serta para pemegang
kepentingan yang diwujdkan antara lain dengan mengembangkan sistim
akutansi yang berbasiskan stdndar akutansi yang menjamin adanya laboran
keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi
teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya
pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif
oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen resiko
perusahaan (enterprise risk manajemen) yang memastikan bahwa semua
resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada
tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta
mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.
Angka 2
Yang dimaksud dengan keadilan adalah diwujudkan antara lain dengan
membuat peraturan koorporasi yang melindungi kepentingan pemegang
saham, membuat pedoman prilaku perusahaan (corporate conduct) dan
kebijakan-kebijakan yang melindungi koorporasi terhadap perbuatan buruk
orang dalam, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi, termasuk sistem renumerasi serta mengedepankan desempatan
yang sama dalam pengembangan karier (equal job oportunity).
Angka 3

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan dari
tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan
atas keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara direksi, pemegang
saham dan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan
keuangan (financial statement) pada waktu dan cara yang tepat,
mengembangkan komite audit. Dan resiko untuk mendukung fungsi
pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan



kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan
tugas eksternal auditor.

Angka 4

Yang dimaksud dengan responsibilitas adalah merupakan tanggung jawab
koorporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan
bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat
sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung
jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari
akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan
wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara
lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
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